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ABSTRAK

Pengungsi merupakan permasalahan Internasional yang berdampak ke
beberapa negara. Umumnya para pengungsi merupakan korban HAM dari negara
asalnya, dan berpindah ke negara lain meminta perlindungan untuk memperoleh
hak haknya. Hak-hak yang dimiliki oleh pengungsi, menurut konvensi tahun 1951
tantang status pengungsi adalah. hak kebebasan beragama;.hak memiliki benda
bergerak dan-tidak bergerak, hak berserikat, hak atas pendidikan; hak atas kondisi
kerja yang layak dan jaminan sosial, larangan pengusiran dan pengembalian.
Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru yang saat ini sudah menampung
sebanyak 1.176 (seribu seratus=tujuh puluh; enam) orang pengungsi. Dengan
demikian' diketahui bahwa "Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru sudah
mengalami kelebihan “kapasitas. Akibat dari kelebihan kapasitas ini, para
pengungsi menghadapi suatu masalah dalam penerapan hak pengungsi menurut
Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi.

Masalah pokok penelitian ini adalah bagaimanakah perlakuan terhadap
pengungsi menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi di
Kota Pekanbaru dan bagaimanakah kendala dan solusi penerapan hak pengungsi
menurut Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi di Kota Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum sosiologis, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dalam
penelitian Ini adalah perwakilan Staf.. UNHCR “(United Nation High
Commissioners for Refugees) untuk Kota Pekanbaru dan Kasubsi Administrasi
dan Pelaporan Kantor Rudenim Pekanbaru dengan teknik pengambilan sampel
secara sensus. Sampel terpitih_selanjutnya ditetapkan menjadi responden dalam
penelitian ini. Alat pengumpul-data yang digunakan adalah wawancara.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa perlakuan
terhadap pengungsi di Kota Pekanbaru belum diberikan hak-hak sebagaimana
yang tercantum dalam Konvensi 1951 diantaranya Hak untuk bekerja dan Hak
untuk mendapatkan pendidikan. Setiap pengungsi di_Kota Pekanbaru diproses
melalui Kantor Imigrasi dan ditampung di Rumah Detensi Imigrasi, yang
selanjutnya diproses olen UNHCR untuk menentukan status pengungsi. Para
pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi. (Rudenim) Kota Pekanbaru juga kurang
mendapatkan kenyamanan, karena terbatasnya ruang atau kamar, bahkan lobby-
lobby juga diisi oleh para pengungsi yang jumlahnya mencapai 20 orang per
lobby dengan alas seadanya. Kendala penerapan hak pengungsi di Kota
Pekanbaru adalah: 1) Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi 1951 dan
Protokol 1967, 2) sarana dan prasarana Rudenim Pekanbaru tidak memadai.
Solusi penerapan hak pengungsi di Kota Pekanbaru adalah: 1) menerapkan aturan
mengenai hak asasi manusia yang ada dalam UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999
mengenai Hak Asasi Manusia, serta UU No. 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, 2) meningkatkan kerjasama dengan UNHCR.

Kata Kuci: Pengungsi, Konvensi Jenewa 1951, Rudenim Pekanbaru.
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PENDAHULUAN

pergi menc
Per

Internasiona

pendapat politik tertentu. Pada umumnya, negara tidak diminta untuk
mengizinkan orang asing masuk ke wilayahnya, namun pengungsi merupakan
pengecualian dari aturan itu.!

Pengungsi merupakan orang yang berada dalam keadaan yang sangat

rentan. Mereka tidak mendapatkan perlindungan dari negaranya sendiri, bahkan

*http:// www.unhcr.or.id, diakses, tanggal, 3 Maret 2019



seringkali pemerintahnya sendiri yang mengancam akan menganiaya mereka.
Dalam keadaan seperti itu, masyarakat internasional melakukan upaya-upaya yang
diperlukan guna menjamin dan memastikan bahwa hak-hak dasar seseorang tetap
dilindungi dan _dihormati. "Pada_ status _perlindungan Internasional tersebut,
seseorang yang dalam kapasitas sebagai pengungsi, wajib mendapat proteksi atas
hak-hak dasarnya sebagai manusia|( Wagiman; 2012:51-52).

Sebagai negara yang mempunyai posisi geografis yang sangat strategis
membuat Indonesia harus menerima konsekuensi sebagai wilayah yang terbuka
dengan dunia luar khususnya yang berbatasan dengan negara terdekat. Salah satu
konsekuensinya adalah adanya dampak konflik, peperangan yang dialami oleh
suatu negara lain baik yang berbatasan maupun yang tidak berbatasan. Dampak
tersebut berupa masuknya ribuan pencari suaka atau yang biasa disebut asylum
seeker yang ingin mendapatkan status pengungsi, Mereka masuk melalui beberapa
perbatasan di wilayah Indonesia, dan Indonesia dijadikan sebagai negara transit
sebelum mereka ditempatkan di negara tujuan yakni Australia misalnya (Eni
Suprapto, http://sekitar. kita.com/2002/08/permasalahan-seputar-pengungsi-dan-
idps-/2009-komunitassekitarkita, diakses tanggal 3 Oktober 2018).

Untuk menangani masalah pengungsi secara internasional terdapat aturan
hukum mengenai pengungsi internasional yaitu The 1951 Convention Relating to
the Status of Refugees, The 1967 Protokol Relating to the Status of Refugees, the
Convention Relating to the Status of Stateless Person (1954), dan Convention

Governing the Specific Aspects of Refugees Problems In Africa (1969). Konvensi-



konvensi tersebut merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan bagi
pengungsi.

Pengungsi berhak atas sejumlah hak seperti perlindungan dan bantuan
yang disesuaikan.dengan keadaan masing-masing. Salah satu perlindungan yang
paling mendasar dari penanganan pengungsi adalah pengungsi dapat menikmati
perlindungan -dari pemulangan:yang /sewenang-wenang ke negara dimana
menghadapi resiko penganiayaan. Hak ini secara khusus dijelaskan dalam Pasal
33 ayat (1) dari Konvensi tahun 1951, yaitu:

Tidak satupun dari negara-negara yang mengadakan perjanjian akan

mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke

perbatasan wilayah-wilayah dimana kehidupan atau kebebasan akan
terancam oleh karena suku, agama, kebangsaan, keanggotaan pada

kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya (Wagiman, 2012:53).

Di Indonesia terdapat dua organisasi Internasional sekaligus yang
menangani masalah pengungsi, yaitu United Nations High“Commissioner for
Refugees (UNHCR) dan International Organization of Migration (IOM). Orang
Asing yang menyatakan diri sebagai pengungsi atau pencari suaka, tidak dapat
dikenakan sanksi seperti imigran ilegal (Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi
tanggal 30 September 2002 Tentang Penanganan terhadap Orang Asing). Namun,
mereka akan diserahkan kepada pihak UNHCR dan IOM dalam penanganannya
hingga penempatan ke negara ketiga.

UNHCR merupakan salah satu badan kemanusiaan yang didirikan oleh
PBB, dengan adanya badan kemanusiaan ini diharapkan para korban atas konflik

yang terjadi di lingkungan mereka mendapatkan keamanan, dapat mencari suaka,

mendapat tempat yang aman di wilayah lain ataupun di negara lain. IOM dan
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UNHCR memiliki fungsi masing-masing, yang pertama yaitu UNHCR adalah
pihak yang berhak menentukan status seseorang sebagai pengungsi atau bukan,

sedangkan 10M tidak memiliki hak tersebut. Perbedaan yang kedua adalah

pengungsi, tetap ada ka gan tempat tinggal
atau orang-ora | bu : ait K pencari suaka.
Kerjasama syaraka rpenting bagi
penyelesaia :

diberikan o

instrumen dan
memastikan ag entuan instrumen
hukum Internasi k bekerja, jaminan
sosial, serta hak u an fasilitas perjalanan

Perlindungan pengungsi tidak hanya dimaksudkan untuk meringankan
penderitaan melainkan juga menjamin terlindunginya hak asasinya, termasuk
jaminan untuk dikembalikan ke wilayah tempat ia menghadapi ancaman persekusi
karena alasan ras, agama, rumpun bangsa, keanggotaan dalam kelompok sosial

tertentu atau pandangan politiknya ( Irsan Koesparmono, 2007:3).



Karena Indonesia belum menjadi negara pihak Konvensi 1951 tentang
Status Pengungsi atau Protokol 1967, sehingga UNHCR menjadi badan yang
memproses permintaan status pengungsi di Indonesia. UNHCR menjalankan
prosedur Penentuan Status Pengungsi (RSD),.yang dimulairdengan registrasi atau
pendaftaran terhadap para pencari suaka. Setelah registrasi, UNHCR akan
melakukan wawancara individual \dengan-masing-masing pencari suaka, dengan
didampingi seorang penerjemah yang kompeten. Proses ini melahirkan keputusan
yang beralasan yang menentukan apakah peminta status pengungsi seseorang
diterima atau ditolak (Yahya Sultoni dan Setyo Widagdo, 2013:6).

Apabila Indonesia menjadi negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951,
maka Indonesia harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur pada
Konvensi Pengungsi 1951 yaitu memenuhi hak para pengungsi, namun pada
kenyataannya Indonesia masih berat untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951
dikarenakan ada bebarapa pasal yang dinilai sangat berat untuk dilaksanakan.
Pasal yang menjadi pertimbangan dari pemerintah Indonesia yaitu pada Pasal 17
yang berisi hak untuk bekerja bagi para pengungsi-dan Pasal 21 yaitu hak untuk
mempunyai rumah.

Penanganan awal dalam permasalahan yang terkait dengan perlakuan
terhadap pengungsi di Indonesia merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian. Hal ini karena pengungsi merupakan orang asing
yang memasuki wilayah Indonesia, sehingga ketentuannya disamakan dengan
orang asing lain yang masuk ke Indonesia baik secara legal seperti turis, pelajar

asing, maupun ilegal, seperti penyeludupan orang. Pasal 83 ayat (1) huruf b
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pejabat imigrasi
berwenang menempatkan orang asing dalam Rudenim jika orang asing tersebut

berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah (Tamia

Tahun 2019

No encari Suaka
1 111
2 84
3 31
4 92
5 f B 83
6 Y -
7 | Myanmar (Rohing 10
8 | Somalia 4
9 | Banglades 2 -

10 | Srilanka 3 -

11 | Yordania 1 -

12 | Suriah 1 -

Jumlah 750 405

Sumber : Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kota Pekanbaru Tahun 2019.
Berdasarkan pengamatan peneliti, sepanjang hari Kantor Imigrasi Kelas |
Pekanbaru tidak pernah sepi dari pengungsi imigran. Rudenim Kota Pekanbaru

sudah mengalami over kapasitas. Akibat dari over kapasitas ini, para pengungsi
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menghadapi suatu masalah kenyamanan di Rudenim Pekanbaru karena kondisi
ruang atau kamar yang tidak mencukupi atau memadai dan bahkan lobby-lobby

juga diisi oleh para pengungasi yang jumlahnya mencapai 20 orang per lobby.

2. _ ; C eperapan hak pengungsi menurut

Konvensi Jenewa 1951 tentang Pengungsi di Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Manfaat Peneltian
1. Tujuan Penelitian
1) Untuk mengetahui perlakuan terhadap pengungsi menurut Konvensi Jenewa

Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi di Kota Pekanbaru.
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2) Untuk mengetahui kendala dan solusi penerapan hak pengungsi menurut

Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

2) i alma mpat  d en penelitian ini

3) o ange i entang te g-perlakuan terhadap

4) engks a 1_gelar sarjana hukum di

D. Tinjauan Pustaka

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa akar kata dari
istilah pengungsi adalah ungsi dan kata kerjanya adalah mengungsi, yaitu pergi
mengungsi (menyingkirkan) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri (ke tempat
yang memberikan rasa aman), pengungsi adalah kata benda yang berarti orang

yang mengungsi adalah penduduk suatu negara yang pindah ke negara pengungsi



politik lain karena aliran politik yang bertentangan dengan politik penguasa
negara asalnya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995:657).
Berdasarkan pendapat di atas, terlihat bahwa pengungsi terjadi karena
adanya bahaya. Misalnya bencana alam (natural disaster) seperti banjir, gempa,
gunung.meletus, kekeringan. Mengungsi juga bisa terjadi karena bencana buatan
manusia (manmade disaster),. seperti‘konflik bersenjata, pergantian rezim politik,
penindasan kekebasan fundamental, pelecehan hak asasi manusia, dan sebagainya.
Mengungsi dapat dilakukan dalam lingkup satu wilayah negara ataupun ke negara
lain karena adanya perbedaan haluan politik (Achmad Romsan, dkk, 2003:31).
Definisi pengungsi dalam perangkat internasional, itu tertuang dalam

Konvensi 1951;'Konvensi OAU (Organization Africa Union), Deklarasi kartagena

Amerika latin1984 (The Latin America CartagenaDeclaration), serta organ

khusus PBB yang mengurusi,pengungsi UNHCR.\Definisi pengungsi yang utama

terdapat dalam Konvensi 1951, dan di dalam Konvensi tersebut definisi pengungsi
terdiri dari:

a. Pasal penyertaan, menentukan Kkriteria yang digunakan untuk menentukan
apakah seorang individu . dapat dianggap pengungsi. Pasal-pasal ini
merupakan dasar penentuan apakah seseorang layak diberi status pengungsi.
Di dalam pasal penyertaan ini diatur bahwa untuk memperoleh status
pengungsi, seseorang harus mempunyai ketakutan yang beralasan karena ras,
agama, kebangsaan, keanggotaannya di dalam kelompok sosial tertentu atau
pendapat politik yang dimilikinya, berada di luar negara

kebangsaannya/bekas tempat menetapnya, dan tidak dapat atau ingin



dikarenakan ketakutannya itu, memperoleh perlindungan dari negaranya atau
kembali ke negaranya.

Pasal pengecualian, menolak permberian status pengungsi kepada seseorang
yang memnuhi syarat pada.pasal penyertaan atas dasar.orang tersebut tidak
memerlukan atau tidak berhak mendapatkan perlindungan internasional. Di
dalam pasal pengecualian ini; “diaturs bahwa walaupun Kkriteria pasal
penyertaan seperti yang telah dijelaskan di atas terpenuhi, permohonan status
pengungsi seseorang akan ditolak jika ia menerima perlindungan atau bantuan
dari lembaga PBB selain UNHCR, atau diperlakukan sebagai sesama warga
di negara tempatnya menetap dan melakukan pelanggaran yang serius
sehingga ia tidak berhak menerima status pengungsi.

Pasal pemberhentian, menerangkan kondisi-kondisi yang mengakhiri status
pengungsi Karena tidak-lagi diperlukan atau dibenarkan.Di dalam pasal ini,
diatur bahwa konvensi juga menjabarkan keadaan-keadaan yang
menghentikan status kepengungsian seseorang karena sudah tidak lagi
diperlukan atau tidak dapat dibenarkan lagi karena tindkan sukarela dari
pihak individu, atau perubahan fundamental pada keadaan di negara asal
pengungsi (UNHCR, 2005:53).

Sedangkan definisi pengungsi dari Konvensi Pengungsi OAU ini muncul

dari pengalaman perang kemerdekaan di Afrika, dan pada tahun 1965 dibentuklah

Commission on Refugees di Afrika. Menurut Konvensi Pengungsi OAU,

memberikan definisi pengungsi sebagai berikut : “Seorang pengungsi adalah

seseorang yang terpaksa meninggalkan negaranya karena agresi di luar,
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pendudukan, dominasi asing atau kejadian-kejadian yang mengganggu ketertiban
umum secara serius di salah satu bagian atau di seluruh negara asal atau negara
kebangsaan”( D. W. Bowett, 2007:306).

Definisi _lain mengenai..pengungsi.juga terdapat..di dalam Deklarasi
Pengungsi OAU serta mencerminkan'sejarah kepengungsian massal akibat perang
sipil di negara-negara Amerika. Sementara deklarasi tersebut tidak mengikat
secara hukum, prinsip-prinsip, termasuk definisi pengungsi telah dimasukkan ke
dalam hukum nasional dan pelaksanaan negara-negara Amerika Tengah dan
Latin. Dalal Deklarasi Kartagena, definisi pengungsi sebagai berikut : “Pengungsi
jika mereka ~meninggalkan negaranya karena “hidup, keselamatan atau
kebebasannya telah terancam oleh kekerasan umum, agresi asing, konflik dalam
negeri, pelanggaran berat atas hak asasi manusia atau keadaan-keadaan lain yang
mungkin mengganggu ketertiban umum secara serius’.

Hukum ‘pengungsi internasional atau biasa disebut dengan hukum
pengungsi lahir bersamaan dengan disahkannya Konvensi 1951. Secara umum
dapat dikatakan bahwa Hukum._Pengungsi- Internasional adalah sekumpulan
peraturan yang diwujudkan dalam beberapa instrumen-instrumen internasional
dan regional yang mengatur tentang standar baku perlakuan terhadap para
pengungsi. Instrumen-instrumen internasional yang dimaksud dalam definisi di
atas, yaitu konvensi 1951, Protokol 1967, dan instrumen lain yang memiliki daya
laku Internasional serta instrumen regional tentang pengungsi seperti Afrika,

Eropa, dan Amerika Latin ( Achmad Romsan dkk, 2003:86).
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a. Konvensi Pengungsi 1951
Konvensi adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal

penting dan resmi serta bersifat multilateral. Konvensi 1951 merupakan titik awal

merupakan perje “internasional bersifat e[ emuat tentang
prinsip-prinsip-penti 1 internasional. Konve ersebut merupakan

instrumen rtuj ) rkaitan dengan

keadaannya

Salah ¢ ( ensi. i -refoulment yang
melarang dipula apapun ke negara
atau wilayah dima .f@ . eanggotaannya dalam

kelompok sosial tertentu ate
2006:24). Prinsip non-refoulement merupakan salah satu prinsip-prinsip hukum
umum yang dirumuskan dalam bentuk perjanjian Internasional yaitu Konvensi
1951 ( | Wayan Parthiana, 2003:280)

Prinsip ini juga termasuk prinsip yang tidak dapat diubah (peremptory)

dan tidak boleh diabaikan.Serta bersifat fundamental yang diakui oleh bangsa-
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bangsa beradab ( J. G. Starke, 2009:66). Secara tegas, konvensi menyatakan

bahwa:

1) Perlindungan harus diberikan kepada semua pengungsi tanpa membeda-

2) A _ - sel an  dengan

3) ' °Ng n hal yang sangat

4) yemberia : a ak tertanggungkan bagi

5) i : : anusiaan, oleh karenanya

6) Negara harus bekerjasama dengan UNHCR dalam melaksanakan fungsinya
dan untuk menfasilitasi tugas-tugasnya dalam mengawasi diterapkannya
konvensi secara benar.

7) Konvensi ini mengatur tentang Kartu Tanda Pengenal (KTP), dokumen
perjalanan, tentang naturalisasi serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah

administrasi lainnya.
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8) Konvensi ini mengatur tentang status pengungsi, hak untuk mendapat

pekerjaan dan kesejahteraan lainnya (Jawahir Thontowi, dan Pranoto

Iskandar, 2006:64).

' s

» g

195 z ya melindungi

orang yang

dianggap tidak

berhak me ecualikan dari

b. ak aka an yang bertentangan dengan
tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR, 2011:3).

Sebuah organisasi humaniter dan non-politis, UNHCR diberi mandat oleh

PBB untuk melindungi pengungsi dan membantu pengungsi mencari solusi bagi

keadaan buruk mereka. Ditataran Internasional, UNHCR memajukan pembuatan

perjanjian perjanjian pengungsi internasional dan memantau pematuhan

pemerintah pada hukum pengungsi (UNHCR, 2004:24). Oleh karena itu, UNHCR
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berperan penting dalam memberikan perlindungan dan bantuan dalam Kkrisis
kemanusiaan, khususnya masalah pengungsi Internasional.

Statuta UNHCR kemudian disusun bersamaan dengan dibuatnya Konvensi

palaksanaa

keputusan-

L
o
A res
A
o

¢
v

Tujuan dibuatnya Protokol 1967 adalah untuk mengakomodasi penerapan
Konvensi 1951 pada pergerakan pengungsian masa kini.Protokol ini dimaksudkan
untuk mengatasi persoalan pengungsi yang terjadi setelah Perang Dunia
[l.Terutama pengungsi yang terjadi di Afrika di tahun 1950-an. Kelompok

pengungsi ini jelas tidak termasuk dalam cakupan defenisi pengungsi menurut
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Konvensi 1951 yang lebih menekankan peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari
1951.

Protokol ini merupakan perangkat mandiri yang dapat diikuti oleh negara-

engandung tiga
dengan definisi
) ketentuan yang

dan kewajiban-

E. Konsep Operasional

Guna menghindari salah penafsiran dan kekeliruan dalam memahami arah
penelitian, maka dioperasionalkan istilah-istilah yang dipergunakan dalam
penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Perlakuan adalah perbuatan yang diperkenankan terhadap sesuatu orang.

Perlakuan yang dimaksud dalam penelitian perbuatan yang diperkenankan
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terhadap pengungsi menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status
Pengungsi.

Pengungsi adalah seseorang atau sekelompok orang yang meninggalkan

kan metode

‘\ guna

QQ N , penelitian ini termasuk
penelitian hukum sosiolog . 1 er n survei, sebab pengumpulan
data dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data
yang dijadikan bahan dalam penulisan penelitian ilmiah ini, yaitu dengan
menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner dan wawancara langsung
dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, metode deskriptif adalah

suatu metode yang digunakan untuk menggambar atau menganalisis suatu hasil
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penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas
(Sugiyono, 2009:21). Dalam penelitian ini yaitu memberikan gambaran secara

rinci tentang perlakuan terhadap pengungsi menurut Konvensi Jenewa Tahun

daerah dari

ini berlokasi
di wilayah ). Dimana data
yang cukup ters serta popula gunakan dalam

2. Kasubsi Ac ’n@

3. Pengungsi di Rur ‘ e g denim) Pekanbaru.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil secara representatif
atau mewakili populasi yang bersangkutan atau sebagian kecil yang diamati
(Iskandar, 2008:69). Mengingat jumlah populasi dalam penelitian ini cukup besar,
karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, dalam penelitian ini penulis
mengambil sampel dengan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel terpilih
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ditetapkan menjadi responden dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya populasi

dan responden dalam penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.1
asi dan Sampel Pe

penelitian.

b. Data sekunder, melalui pengumpulan atau

pengolahan data yang bersipat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap
dokumen pribadi, resmi kelembagaan, refernsi-referensi atau peraturan (tulisan
dan lainnya yang memiliki relefansi dengan fokus permasalahan penelitian)
(Iskandar, 2008:253). Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku,

skripsi, jurnal dan sumber-sumber lain yang berupa tulisan, surat atau laporan

yang telah disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan.
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5. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh Data yang diperlukan dalam penelitian ini maka

diperlukan alat pengumpul data berupa wawancara. WWawancara yaitu suatu cara

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif,
yaitu dibahas masalah-masalah yang sipatnya umum menuju kepada hal-hal yang

bersipat khusus.

20



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

BAB Il

TINJAUAN UMUM

yang dikenal dengan In Se pin Oleh seorang kepala dusun
yang disebut Ba ' : - semakin lama
ampungan itu
berpindah dusun payung
sekaki yan ki tidak begitu

dikenal pada

dengan perke Sultan Abdul Jalil
Alamudin Syah' m v istanananya
dikampung bukit be o@ ‘ ) senapelan. Diperkirakan istana

tersebut terletak disekitar a Se . Sultan tersebut mempunyai
inisiatif membuat pekan di Senapelan namun hal itu tidak berkembang. Usaha
yang telah dirintisnya itu dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali
ditempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M
berdasarkan hasil musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh,

Tanah Datar, dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi “Pekan

21



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Baharu”. Sejak saat itu sebutan untuk Senapelan sudah ditinggalkan dan Pekan
Baharu mulai dipopulerkan. Pekan Baharu akhirnya berubah menjadi Pekanbaru

karena masyarakat lebih menggunakan kata Pekanbaru dalam bahasa yang

w] imur dan 0°
LNG.10 tahun 1987

o
S dari + 62,96 Km?2
o

Kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 3 tahun 2003 menjadi 12
Kecamatan dan Kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 tahun 2003
menjadi 58 Kelurahan. Adapun kecamatan yang ada di kota Pekanbaru adalah:

1. Kecamatan Tampan

2. Kecamatan Payung Sekaki

3. Kecamatan Bukit Raya
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4. Kecamatan Marpoyan Damai

5. Kecamatan Tenayan Raya

6. Kecamatan Lima Puluh

Pengambang, Sungai Ukai, Sungai Sago, Sungai Senapelan, Sungai Limau, dan
Sungai Tampan. Sungai Siak merupakan jalur perhubungan lalu lintas
perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta beberapa daerah lain di Provisi

Riau.
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3. Pemerintahan

Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau telah berkembang dengan

pesat seiring dengan kemajuan pembangunan dewasa ini. Secara administrasi

embang dengan

penduduk tahun

No Kecamatan Perempuan Jumlah
1 | Sukajadi 22.431 25.161 47.592
2 | Pekanbaru Kota 14.969 15.679 30.648
3 | Sail 11.257 11.432 22.689
4 | Lima Puluh 21.822 20.578 42.400
5 | Senapelan 17.708 16.750 34.458
6 | Rumbai 29.405 27.306 56.711
7 | Bukit Raya 40.116 39.036 79.152
8 | Tampan 55.673 58.966 114.639
9 | Marpoyan Damai 61.116 60.571 121.687
10 | Tenayan Raya 52.999 51.164 104.163
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11 | Payung Sekaki 35.183 36.939 72.122

12 | Rumbai Pesisir 31.188 30.317 61.505

Jumlah 393.867 393.899 787.766

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, 2018.

Inggris ke Amerika dan mene yang dikenal dengan nama “New
England”, juga merupakan pengungsi. Perang Balkan (1912-1913) menimbulkan
gelombang pengungsian ke bagian tenggara Eropa. Arus pengungsi ini terus
berlanjut sampai Perang Dunia I. Pengungsi dari Rusia sebanyak 1,5 juta orang,

sebagai akibat dari Revolusi Rusia pada tahun 1921. Mereka mengungsi ke

negara-negara lain di Eropa. Pengungsi Yahudi Jerman di tahun 1933 sebagai
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akibat dari bangkitnya faham Nazi di Jerman (Achmad Romsan, dkk, 2003 : 55-
56).

Setelah itu pada tahun 1939 muncul Perang Dunia Il yang juga merupakan
contoh hasil daricsebuah peradaban umat.manusia, yang. telah menimbulkan
kesengsaraan terhadap umat manusia. Perang Dunia Il menyebabkan exodus
besar-besaran penduduk yang-melintasi/ wilayah suatu negara, yang kemudian
mengilhamibetapa perlunya pengaturan secara internasional. Konvensi tahun
1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol tahun 1967 tentang Status Pengungsi
merupakan salah satu bentuk keperdulian masyarakat internasional, terutama di
Eropa pada waktu itu, terhadap penyelesaian masalah pengungsi.

Kerawanan sosial, ekonomi, dan politik, dalam negeri di negaranegara di
kawasan tertentu seperti Afrika, Amerika Latin, ataupun kawasan Asia bagian
tenggara, terutama kawasan-Indo-Cina menjurus kepada peruncingan bersenjata,
terutama yang bersifat non-internasional. Pada abad ke 20 terjadi arus pengungsi
yang berasal dari Indo-Cina, seperti pengungsi Vietnam, Laos, Kamboja yang
banyak mencari perlindungan ke Amerika pada waktu rezim komunis mengambil
kekuasaan di negara-negara itu..Manusia.perahu merupakan bentuk pengungsi
awal adab 20 yang lahir di kawasan Asia Tenggara. Juga penduduk Cuba yang
mengungsi yang ke Amerika pada waktu Revolusi tahun 1959 yang membawa
Fidel Castro memegang tampuk kekuasaan di negara-negara itu. Pengungsi Arab
Palestina sebagai akibat diakuinya keberadaan negara Israel tahun 1948.
pengungsi Punjab, Orang India Delhi, dan orang Pakistan di tahun 1947. Tahun

1971 tidak kurang 10 juta pengungsi dari Bangladesh ke India yang terjadi setelah
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meningkatnya ketegangan antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur (sekarang
Bangladesh). Pengungsi Afrika pada pertengahan tahunl1960-an terjadi perang
saudara yang memisahkan Salvador dan Guatelama mengajukan permohonan
suaka (asylum) ke Amerika Serikat. Pengungsi Bosnia dan Kroasia dari Eks
Yugoslavia (1992-1995). Pengungsi etnis Cina Indonesia pada waktu kerusuhan
Mei 1998.

Pengungsi domestik pasca reformasi baru bahwa pengungsi itu tidak saja
merujuk kepada mereka yang pergi melintasi batas negara tetapi mereka-mereka
yang masih dalam wilayah satu negara juga disebut pengungsi dan memerlukan
pengaturan yang khusus. Keadaan yang terakhir ini memerlukan adanya pedoman
yang dapat dijadikan acuan dalam memberikan pertolongan.dan perlindungan
terhadap mereka yang terlantar di dalam negeri mereka sendiri. Sementara
perlindungan dan pertolongan dari negara induk masih sangat kurang bahkan
tidak ada sama sekali. Petunjuk itu kemudian apa yang disebut dengan Guiding
Principles on Internal Displacement atau Prinsip-Prinsip Panduan Bagi Pengungsi
Internal yang dikeluarkan oleh Office for the Coordination of Humanitarian
Affairs (OCHA) (Kantor Perserikatan' Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Urusan
Kemanusiaan).

Menurut pendapat penulis bahwa pengungsi sudah ada sejak dahulu kala.
Dari mulai jaman para nabi bahkan terjadi pada jaman purba. Penyebab mereka
mengungsi pun terjadi karena hal yang masih sederhana tidak seperti akhir-akhir
ini yang disebabkan oleh banyak faktor begitu juga permasalahan yang terjadi

pada pengungsi. Sehingga dengan semakin banyaknya faktor penyebab dan
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permasalahan yang terjadi pada pengungsi maka sangat dibutuhkan suatu bidang
ilmu hukum yang dapat menjawab dan mengatasi semua permasalahan yang ada.
2. Pengertian Pengungsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia-disebutkan-bahwa akar kata dari
istilah pengungsi adalah ungsi dan kata kerjanya adalah mengungsi, yaitu pergi
mengungsi (menyingkirkan) diricdari-bahaya atau menyelamatkan diri (ke tempat
yang memberikan rasa aman), pengungsi adalah kata benda yang berarti orang
yang mengungsi adalah penduduk suatu negara yang pindah ke negara pengungsi
politik lain karena aliran politik yang bertentangan dengan politik penguasa
negara asalnya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995: 657).

Berdasarkan pendapat di atas, terlihat bahwa pengungsi terjadi karena
adanya bahaya. Misalnya bencana alam (natural disaster) seperti banjir, gempa,
gunung meletus, kekeringan:-Mengungsi juga bisa terjadi karena bencana buatan
manusia (manmade disaster), seperti konflik bersenjata, pergantian rezim politik,
penindasan kekebasan fundamental, pelecehan hak asasi manusia, dan sebagainya.
Mengungsi dapat dilakukan dalam lingkup satu wilayah negara ataupun ke negara
lain karena adanya perbedaan haluan pelitik.(Achmad Romsan, dkk, 2003 : 35).

Pengertian pengungsi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

(a) Malcom Proudfoot

Malcom Proudfoot memberikan pengertian pengungsi dengan melihat
keadaan para pengungsi akibat Perang Dunia Il. Walaupun tidak secara jelas
dalam memberikan pengertian tentang pengungsi, pengertiannya yaitu :

“These forced movements, ...were the result of the persecution, forcible
deportation, or flight of Jews and political opponents of the authoritarians
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governments; the transference of ethnic population back to their homeland
or to newly created provinces acquired by war or treaty; the arbitatry
rearrangement of prewar boundaries of sovereign states; the mass flight of
the air and the terror of bombarment from the air and under the threat or
pressure of advance or retreat of armies over immense areas of Europe;
the forced remeval of populations from coastal.or defence areas underv
military dictation; and.the deportation for forced labour to bloster the

German war effort’. (Achmad Romsan, dkk, 2003 : 36).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengungsi adalah orang-orang
yang terpaksa pindah ketempat lain akibat adanya penganiayaan, deportasi secara
paksa, atau pengusiran orang-orang Yahudi dan perlawanan politik pemerintah
yang berkuasa, pengembalian etnik tertentu ke negara asal mereka atau provinsi
baru yang timbul akibat perang atau perjanjian, penentuan tapal batas secara
sepihak sebelum perang terjadi; perpindahan penduduk sipil secara besar-besaran
akibat adanya serangan udara dan adanya tekanan atau ancaman dari para militer
di beberapa wilayah Eropa; pindahan secara paksa penduduk dari wilayah pantai
atau daerah pertahanan berdasarkan rperintah “militer, serta.pemulangan tenaga
kerja paksa untuk ikut dalam perang Jerman.

(b) Pietro Verri

Pietro Verri memberikan" definisi tentang pengungsi dengan mengutip
bunyi pasal 1 UN Convention ‘on the Status of Refugees tahun 1951 adalah
‘applies to many person who has fled the country of his nationality to avoid
persecution or the threat of persecution’. (Achmad Romsan, dkk, 2003 : 36-37).
Jadi menurut Pietro Verri pengungsi adalah orang-orang yang meninggalkan

negaranya karena adanya rasa ketakutan akan penyiksaan atau ancaman

penyiksaan. Jadi terhadap mereka yang
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mengungsi masih dalam lingkup wilayah negaranya belum dapat disebut sebagai
pengungsi menurut Konvensi Tahun 1951

Berdasarkan kedua pakar Malcom Proudfoot dan Pietro Verri, menurut

ras, agama,

ang dipergunakan

emudahan saja.

konvensi ini sejak tanggal 22 April 1954) dan/atau Protokol 1967
(sesudah mulai berlakunya Protokol ini sejak 4 Oktober 1967).

Antara kedua istilah ini hanya dipakai untuk membedakan antara

pengungsi sebelum Konvensi 1951 dengan pengungsi menurut Konvensi 1951.

Kedua kelompok yang dalam instrumen-instrumen internasional masuk dalam

kategori pengungsi yang dapat mendapat perlindungan UNHCR.
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Menurut Konvensi Tahun 1951 pengungsi adalah :

“As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well

founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality,

membership of a particular sosial group or political opinion, is outside the
country of his nationality and is unable or, owing. to such fear, is unwilling

to avail himself of the-protection of that country; er who, not having a

nationality and being outside the country of his former habitual residence

as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to

return to it” (Pasal 1 Konvensi Tahun 1951).

Pengungsi adalahorang-orang yang berada.diluar negaranya dan terpaka
meninggalkan negara mereka karena adanya peristiwa yang terjadi sebelum
tanggal 1 Januari 1951 dan adanya rasa takut yang sangat akan persekusi karena
alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu
ataupun karena pendapat politik yang dianut mereka. Bagi yang tidak memiliki
warga negara, mereka berada.yang di luar.negara dimana mereka bertempat
tinggal sebelumnya, sebagai akibat dari suatu peristiwa, dan tidak dapat, atau
karena adanya rasa takut yang-sedemikian irupa dan tidak bermaksud untuk
kembali ke negara tersebut.

Menurut Protokol Tanggal 31 Januari 1967 Tentang Status Pengungsi
(Protocol Relating to the Status of Refugees of 31 January 1967). Pengertian
pengungsi terdapat dalam Pasal 1'ayat 2 Protokol tanggal 31 Januari 1967, yaitu :

“for the purpose of the present Protocol, the term “refugee” shall, except

as regards the application of paragraph 3 of this Article, mean any person

within the definition of Article 1 of the Convention as if the words “As a

result of events occurring before 1 January 1951 and... "and the words” ...

a result of such events; in Article 1 A (2) were committed” (Achmad

Romsan, dkk, 2003 : 42-43).

“... dikarenakan ketakutan yang beralasan akan menerima penganiayaan

karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaanya di dalam kelompok sosial
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tertentu atau pendapat politiknya, berada di luar negaranya dan tidak dapat,
dikarenakan ketakutan tersebut, atau tidak ingin untuk memperoleh perlindungan

dari negara tersebut; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan

pengungsi anta jungsi sebelum te 0 sesudah 1951.

Sedangkan penge Jof: ) nurut arasi Suak eritorial tahun 1967
adalah seti mendapatkan
perlakuan ya : V. R, 2005: 58).

yakni orang-orang yang walaupun memenuhi definisi Konvensi mengenai
pengungsi, akan tetapi mereka menjadi pengungsi akibat peristiwa yang terjadi

setelah 1 Januari 1951.
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3. Sejarah Lahirnya Hukum Pengungsi Internasional

Masyarakat dunia mulai mengenal pengungsi yaitu pada saat terjadinya
Perang Dunia | (1914-1918) dimana terjadi perang Balkan (1912-1913) yang
mengakibatkan _pergolakan-pergolakan di..negara-negara. tersebut terutama
Kekaisaran Russia. Diperkirakan 1-2 juta orang pengungsi meninggalkan wilayah
Russia dan menuju ke berbagai, negara yang berada di kawasan Eropa atau Asia,
Asia Tengah dan Asia Selatan antara tahun 1918 dan 1922 dan juga tahun-tahun
selanjutnya (http://www.icrc.org/ diakses tanggal 2 April 2019).

Selama periode Liga Bangsa-Bangsa (1921-1946) berbagai badan dibentuk
untuk membantu Komisi Agung Pengungsi, antara lain The Nansen International
Office for Refugees (1931-1938), The Office of the High..Commisioner for
Refugees Coming From Germany (1933-1938), The Office of The High
Commisioner of The League of Nations for, Refugees~(1939-1946), dan
Intergovernmental Committee for Refugees (1938-1947). Namun, pada masa Liga
Bangsa-Bangsa ini justru banyak timbul masalah pengungsi, seperti Pengungsi
Rusia tahun 1922, pengungsi Armenia 1924, dan.pengungsi Assyria, Assyro-
Chaldea, Syria, Kurdi, dan Turki pada tahun.1928 ( http://www.icrc.org/ diakses
tanggal 2 April 2019).

Kesadaran masyarakat internasional untuk memberikan perlindungan dan
bantuan dalam menyelesaikan masalah pengungsi dimulai sewaktu terjadi revolusi
di Rusia dan runtuhnya Kekaisaran Otoman yang mengakibatkan terjadinya
pengungsian secara besar-besaran. Tidak kurang 1,5 juta orang pergi

meninggalkan Rusia dan mengungsi ke negara lain di Eropa. Dengan adanya
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peristiwa itu, pada tahun 1921 Liga Bangsa-Bangsa menunjuk Dr. Frijtjof Nansen
sebagai orang pertama yang menjabat di Komisi Tinggi untuk Pengungsi (High

Commissioner for Refugees) bertugas untuk mengidentifikasi status hukum para

terhadap

ad  Romsan,

kewenangan

Liga Bang ; ang berna 3 : Office for Refugee.
Fokus uta i adalah untuk me ] an  yang bersifat

Pada saat yang
angkitnya rezim
Germany juga

ges pada tahun 1938

terbatas, sehingga pada tahun 1946 badan ini berakhir (Achmad Romsan,
2003:37).

Pasca meletusnya Perang Dunia |, banyak masyarakat sipil yang menjadi
korban atas peristiwa tersebut.Kebanyakan dari mereka memilih untuk lari ke
tempat yang lebih aman yang jauh dari konflik. Setelah saat itu munculah gagasan

mengenai kesadaran bahwa permasalahan pengungsi tidak hanya berhubungan
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dengan masalah bantuan materiil belaka, melainkan lebih diutamakan adalah
perlindungan yuridis dan pemenuhan hak-hak dasar mereka (Koesparmono Irsan,
2007:199). Sehingga lahirlah Hukum Pengungsi Internasional.

Hukum Pengungsi Internasional semakin berkembang pada tahun 1951
ketika diadakannya Konferensi Internasional yang membahas permasalahan
pengungsi dunia di Jenewa...Setelah “saat/itu,dilakukan pembakuan mengenai
perlakuan terhadap pengungsi dalam format universal yang diakomodir secara
universal.

Hukum pengungsi Internasional lahir melalui kesepakatan yang dilakukan
oleh negara-negara. Produk hukum yang lahir dari hukum pengungsi internasional
antara lain berbentuk perjanjian-perjanjian Internasional. Hukum pengungsi
internasional merupakan salah satu bentuk fungsi dari sistem hukum Internasional
yang mempunyai tugas dan, pengawasan pelaksanaannya dominan dijalankan
lembaga-lembaga Internasional (Davidson, 1994:84-85).

Hukum pengungsi Internasional berdiri sebagai akibat dari interaksi antara
aspek hukum internasional dengan hukum nasional suatu negara. Hukum ini
menempatkan hak asasi manusia diposisi paling atas sebagai suatu hal yang paling
dihormati. Hukum pengungsi Internasional sangat menjunjung tinggi serta telah
menempatkan seseorang pada kedudukan manusia yang memiliki hak-hak atas
suatu perlindungan. Pada masa sekarang, instrumen-instrumen internasional
tentang pengungsi serta pendukungnya mulai disempurnakan dan semakin
dikukuhkan yaitu pasca Piagam PBB dan Deklarasi Hak Asasi Manusia disepakati

Konvenan Sipil dan Politik serta Konvenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
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(Wagiman, 2012:4). Semenjak saat itu, banyak bermunculan Konvensi Pengungsi

beserta Protokolnya yang diakui sebagai salah satu sumber hukum Internasional

yang sah.

mendasar adala Apa itu kU ¢ A Saja yang diatur di
dalam Huk : m yang baru
lahir dan me ukakan belum
dapat mem ke ) - Jemikian secara

umum dapat dikat: Hu ) : Jang ilmu hukum

4. Penetapan Status Pengungsi
Warga negara yang pergi dari negaranya tanpa prosedur yang sah dan
mereka masuk ke negara lain secara ilegal maka statusnya saat itu merupakan
imigran gelap. Seseorang harus menjalankan beberapa prosedur sebelum dirinya
ditetapkan statusnya sebagai seorang pengungsi. Dalam hukum internasional,

lembaga yang berhak untuk memberikan status pengungsi kepada seseorang
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adalah UNHCR (United Nations High Commision for Refugees). Di dalam Statuta
UNHCR dijelaskan mengenai beberapa pendefinisian mengenai pengungsi.

Pengertian pengungsi yang tercantum di dalam beberapa ketentuan Internasional

beberapa Kete 2rnasion: 3 C an~dua terminologi

pengungsi,

ang didasarkan G

Y-
. .

Kebanyakan negara tersebut membentuk suatu panitia khusus yang terdiri
dari instansi-instansi yang mempunyai hubungan dengan masalah pengungsi.
Sehingga, untuk mendapatkan status pengungsi, seseorang harus menjalankan
beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh negara tempat mereka singgah

ataupun mengikuti ketentuan internasional yang dibuat oleh UNHCR.
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Dalam menentukan status pengungsi dapat digunakan kriteria yang terdiri
dari faktor, yaitu:

1. Faktor subyektif ialah faktor yang terdapat pada diri pengungsi itu sendiri,

‘g\?ﬁ\j‘%\
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Faktor
benar-

akibat

kemungkinan akan diterima oleh seseorang jika dia dikembalikan ke negara
asalnya.

2. The Persecution meliputi tahap pada tataran terjadinya penyiksaan atau
penganiayaan.

3. The Proofyang merupakan tahap akhir yang memberikan bukti-bukti, tahap

ketiga ini merupakan pelengkap dari dua tahap sebelumnya. Tahap ini
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berhubungan dengan pemeriksaan atau pengujian atas bukti dan resiko.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian diberikan kepada mereka.Setelah

mereka lolos, maka mereka akan mendapatkan status pengungsi dan negara

Seseorang

kriteria, ant

(@
(b)

Pemerintah Indonesia sampai mereka medapatkan penempatannya.

C. Tinjauan Umum Tentang Konvensi Jenewa 1951
Konferensi Internasional mengenai Pengungsi dilaksanakan pada tanggal 2
sampai 25 Juli 1951 di Jenewa.Konvensi ini disetujui oleh United Nation General

Assembly pad tanggal 28 Juli 1951 dan mulai berlaku pada tanggal 22 April 1954.
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Konferensi ini dilakukan untuk menyusun dan merumuskan dan untuk kemudian
ditandatanganinya Konvensi mengenai Status Pengungsi dan sebuah Protokol
mengenai status seseorang tanpa kewarganegaraan.

Konferensitini dihadiriveleh dua puluh.enam negara.antara lain Australia,
Austria, Belgia, Brazil, Kanada, Kolombia, Denmark, Mesir, Perancis, Jerman,
Yunani, Vatikan, Irak, Israel, JAtalia, Luksemburg, Monaco, Belanda, Norwegia,
Swedia, Swiss, Turki, Inggris, Amerika Serikat, VVenezuela, dan Yugoslavia. Pada
awalnya keberlakuan konvensi ini hanya terbatas pada perlindungan pengungsi
Eropa pasca Perang Dunia |l.Konvensi ini mengatur tentang pengungsi secara
umum, baik itu pengertian, hak dan kewajiban,  serta perlindungan dan
penanganan pengungsi.Mereka yang sesuai dengan kriteria haruslah mendapatkan
perlindungan sebagai seorang pengungsi ( Ahmed Abou-El-Wafa, 2009:25-26).

Konvensi ini merumuskan pengungsi sebagai orang-yang memiliki rasa
takut yang beralasan akan adanya penganiayaan yang berdasarkan atas ras, agama,
kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pandangan politik,
yang berada di luar negara asalnya, dan tidak dapat atau karena rasa takutnya,
tidak bersedia menerima perlindungan dari- negaranya. Para pengungsi harus
melalui beberapa tahap sebelumnya seperti memberi alasan yang jelas terkait
alasan mengungsi, dan mereka harus menunjukan bahwa tidak ada negara yang
menerima dan melindungi mereka (UNHCR, 2001:84).

Negara tidak boleh membatasi pergerakan para pengungsi sebelum mereka
mendapatkan tempat suaka, ditempatkan ke negara ketiga, atau kembali ke

negaranya. Pembentukan Konvensi ini juga sejalan dengan dibentuknya UNHCR
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sebagai organ PBB yang menangani masalah pengungsi. Konvensi Jenewa 1951
juga melindungi hak-hak anak para pengungsi. Dalam konvensi ini, hak-hak anak

meliputi (Romsan, 2003: 178):

. Negara-negara harus melindungi anak-anak dari penelantaran dan ba-
haya fisik atau pun mental, termasuk siksaan dan eksploitasi seksual.

7. Negara-negara harus memberikan perawatan alternatif kepada ana-

kanak yatim piatu. Proses pengangkatan anak harus diatur secara sek-

sama dan perjanjian internasional harus diupayakan untuk memberikan
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rambu-rambu dan harus memastikan keabsahan yuridis, apabila ketika

orangtua angkat hendak memindahkan anak dari kelahirannya.

8. Anak-anak cacat harus memiliki hak atas pemeliharaan, pendidikan

)
a-C
lnﬁhg
..
| 7

al

Qg‘

. Negara harus

terlarang dan keterlibatan dalam produksi atau pengedaran obat-obatan
14. Semua upaya harus dilakukan untuk menghapuskan penculikan dan per
dagangan anak-anak.
15. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak boleh dijatuhkan

bagi kejahatan yang dilakukan oleh seorang sebelum berusia 18 tahun.
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16. Anak-anak dalam penahanan harus dipisahkan dari orang dewasa, me-
reka tidak boleh disiksa atau mengalami perlakuan yang kejam atau

merendahkan martabat.

hun t

S

nbil bagian dalam per-

memperoleh
secara bebas
19.

elantaran  atau

khusus untuk

1. Instrumen Internasional
a. Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
Pasal 25
Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kese-
jahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, pe-

rumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diper-
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nery wejsy sej

lukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit,
cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata

pencarian yang lain karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya.

bantuan istimewa.

perkawinan,

LR RRERANAEN:

\ D
<>
i
g

Pasal 12
Hak untuk menikma 1 eSE ik dan mental yang tertinggi
yang dapat dicapai.

2. Instrumen Nasional
a. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28 H ayat (1)
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Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak

memperoleh pelayanan kesehatan

dilindungi segala hak-haknya oleh Konvensi Pengungsi 1951. Masalah pengungsi
saat ini telah menyebar luas ke seluruh dunia. Perang, bencana alam, kemiskinan

menjadi faktor yang menyebabkan orang-orang memilih menjadi pengungsi.

45



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Secara umum, terdapat dua faktor mengapa orang pergi meninggalkan
tempat tinggalnya secara terpaksa, yaitu:

1. Natural disaster, yaitu bencana alam yang menyebabkan kerusakan inf-

, tempat

ormal, maka

oleh setiap individu dimanapun mereka berada. Akan tetapi, setiap individu juga
harus memenuhi tugas dan kewajibannya dahulu sebelum menuntut hak-hak
mereka. Tidak terkecuali bagi mereka para pengungsi yang masuk ke Indonesia.
Walaupun memang sebenarnya mereka telah melanggar hukum di Indonesia,

dengan masuk ke dalam wilayah Indonesia secara ilegal dan tanpa dokumen yang
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lengkap. Bahkan, banyak dari para pengungsi itu yang tinggal dan sudah menetap
lama di berbagai wilayah di Indonesia ini, seperti Kota Pekanbaru.

Sebenarnya, pengungsi yang ada di Kota Pekanbaru tidak hanya mereka
yang memang masuk secara-ilegal untuk menetap disinivatau memang sudah
tinggal lama disini namun tidak punya dokumen lengkap tentang diri mereka.

Para pengungsi dari_negara ‘ain yang,masuk secara ilegal ke wilayah
negara ini juga di kategorikan sebagai imigran gelap. Mereka bukannya tanpa
alasan menjadi imigran gelap, selain karena takut akan penyiksaan atau ancaman
penyiksaan (persecution) yang terjadi atas dasar perbedaan suku, agama, ras,
etnis, golongan sosial, keyakinan politik, kelompok kepentingan, dan lain-lain,
mungkin mereka juga telah hilang harapan terhadap keamanan dirinya di negeri
asalnya. Itulah yang mendasari mereka untuk mencari kehidupan lain yang lebih
layak walaupun cara yang mereka tempuh salah.

Walaupun pengungsi jelas-jelas menyalahi aturan yang ada di Indonesia,
tapi mereka juga mempunyai hak asasi yang patut di pertimbangkan oleh
pemerintah Indonesia. Pemerintah tidak boleh langsung memberi hukuman atau
langsung mendeportasi para .imigran “pengungsi. Pemerintah juga perlu
mempertimbangkan keberlangsungan hidup para pengungsi dan tentunya
mempertimbangkan hak asasi mereka.

Indonesia sendiri dalam memperlakukan pengungsi memang sangat
menjunjung tinggi HAM yang berlaku. Buktinya para pengungsi yang ada di Kota

Pekanbaru diperlakukan secara baik. Malah, mereka terkesan betah dengan
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perlakuan pihak rudenim. Dibandingkan negara-negara lain, dalam perlakuan
pengungsi. Di Pekanbaru HAM untuk pengungsi memang ditegakkan dengan adil.

Proses Pelaksanaan penanganan masalah pengungsi ini telah diatur
didalam konvensi© 1951 & proetokol 1967 tentang pengungsi. Setelah melalui
tahapan proses administrasi yang ditentukan oleh UNHCR mulai dari registrasi
dan wawancara sampai pemberian status: diterimanya para pencari suaka akan
ditempatkan di karantina Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru sampai para pencari
suaka tersebut mendapat negara ketiga yang mau menerimanya. Atau para
pengungsi kembali secara sukarela ke negara asalnya.

Pihak UNHCR datang untuk mendata dan melakukan interview kepada
para Pencari Suaka secara tidak terjadwal sehingga penentuan Ststus pun tidak
berjalan efektif dan efisien. Kegiatan yang dilakukan oleh pihak UNHCR adalah
memberikan nemor registrasi, melakukan interview dan kemudian menentukan
status pengungsi bagi pencari suaka (permintaan diterima), jika ditolak para
pencari suaka diberi waktu 30 hari untuk melakukan banding/mendaftar ulang.

Berdasarkan jumlah kedatangan pengungsi yang semakin terus meningkat
di Kota Pekanbaru, maka sudah sepantasnya terdapat peran suatu organisasi
internasional untuk melindungi para pengungsi harus sesuai dengan jumlah dan
kebutuhan dari para pengungsi tersebut. Upaya dan perlindungan yang dibutuhkan
oleh para pengungsi diharapkan dapat diberikan dari pihak Pemerintah maupun
dari lembaga internasional seperti UNHCR.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh UNHCR, mengungkapkan bahwa

situasi ekonomi pengungsi Afganistan di Pekanbaru paling tidak sama seriusnya
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dengan tahun lalu. Di bawah beberapa kriteria, keadaan mereka terus memburuk.
Studi tahunan menemukan bahwa keluarga telah menghabiskan sumber daya
mereka yang terbatas, dan beradaptasi untuk bertahan hidup pada tingkat
minimum, menerapkan mekanisme penanganan-yang merugikan atau mengurangi
aset untuk bertahan hidup. Ini menunjukkan bahwa sepertiga pengungsi cukup
rentan terhadap makanan yang-tidek ‘aman, meningkat dibandingkan tahun 2015.
Porsi rumah tangga yang hidup di bawah garis kemiskinan tetap pada 70 persen
yang mengkhawatirkan.

Dalam menangani pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia
menurut Mulhadi, diperlukan kerjasama Internasional yang menangani imigran
atau berhubungan dengannya, seperti Komisi PBB untuk Urusan Pengungsi
(UNHCR), Organisasi Internasional yang Mengungsi Migran (IOM) juga sangat
penting. Konsep perlindupgan yang diberikan, olehn UNHCR adalah lebih
menekankan pada usaha pengembangan instrumen hukum Internasional untuk
kepentingan para pengungsi dan memastikan agar mereka mendapat perlakuan
sesuai dengan ketentuan.instrumen hukum Internasional, khususnya yang bekaitan
dengan hak untuk bekerja, jaminan sosial,.serta hak untuk mendapatkan atau
memanfaatkan fasilitas perjalanan. Sedangkan peran IOM dalam menangani
pengungsi dan pencari suaka di Indonesia adalah mengurus dan menjamin
kehidupan para pengungsi dan pencari suaka dengan memberikan tempat
penampungan (rudenim) (Mulhadi, 2014: 55).

UNHCR merupakan suatu badan komisioner tertinggi PBB yang

memfokuskan dalam menangani masalah pengungsi. UNHCR menggantikan
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Organisasi Pengungsi Internasional atau International Refugees Organization
(IRO) dan Badan PBB untuk Administrasi Bantuan dan Rehabilitasi yang
didirikan pada tanggal 14 Desember 1950 dan bertujuan untuk melindungi dan

permintaan  suatu

melindungi penc selur . ' elindungi hak-
hak pengu
terhadap p

yaitu:

para pengungsi
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bagi para pengungsi yang ingin mencari suaka di negara lain. Para pengungsi
yang transit ke Indonesia biasanya adalah pengungsi yang pergi ke Australia
sebagai tempat tujuannya. Untuk menampung para pengungsi, maka didirikan
Rumah Detensi Imigrasi. Rumah Detensi Imigrasi bertujuan untuk menangani
pelanggaran-pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh para pengungsi. Sampai

saat ini Rumah Detensi Imigrasi (rudenim) telah berada di 13 kota besar di
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Indonesia, yaitu di Medan, Pekanbaru, Batam, Jakarta, Semarang, Surabaya,
Pontianak, Balikpapan, Manado, Denpasar, Kupang, Makassar, dan di Jayapura.

Tugas dari rumah detensi imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru ialah

peraturan

telah

eimigrasian  sebagai  tempat
penampungan sementara bagi pengungsi. Sampai saat ini Rumah Detensi
Imigrasi di Kota Pekanbaru sudah menampung lebih kurang sebanyak
1176 orang pengungsi (Wawancara tanggal 26 Maret 2019).
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengungsi, mengenai negara
asal, mengatakan bahwa:

Kami berasal dari negara Afganistan (Wawancara tanggal 27 Maret 2019).
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Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengungsi,
mengenai alasan keluar dari negaranya, mengatakan bahwa:

Alasan kami keluar dari Afganistan adalah masalah keamanan yang tidak

stabil yang terus bergejolak. Kami_sangat ingin mencari kehidupan yang

lebih baik (Wawancara tanggal 27 Maret 2019).

Berdasarkan hasil wawancara'penutis dengan pengungsi, mengenai alasan
menjadikan Indonesia sebagai negara transit, mengatakan bahwa:

Tujuan kami adalah Australia, karena Indonesia dekat dengan Australia,

maka kami sebelum ke Australia singgah dulu di Indonesia (Wawancara

tanggal 27 Maret 2019).

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa keberadaan pengungsi di
Kota Pekanbaru sebenarnya bukan merupakan tujuan utama para imigran tersebut.
Tujuan utama kedatangan-, para imigran tersebut ialah~“Negara Australia.
Kedatangan imigran dalam melakukan migrasi dikerenakan terjadinya konflik di
negara mereka. Baik itu konflik di bidang ekonomi, politik, keamanan dan lain
sebagainya. Karena negara Indonesia yang sangat menjunjung tinggi perlindungan
hak asasi manusia terutama untuk mempertahankan hak hidup bagi seluruh
manusia, maka para pengungsi memilih menetap sementara di Indonesia.

Faktor yang menyebabkan adanya imigran di Kota Pekanbaru dari hasil
wawancara dengan Kasubsi Administrasi dan Pelaporan Kantor Rudenim
Pekanbaru, yang mengatakan bahwa:

Para imigran datang untuk mendapatkan pelindungan. Selain itu, kondisi

letak georafis Negara Indonesia khususnya Kota Pekanbaru yang terletak
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pada batas jalur perdagangan dunia. Selain itu, Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang juga merupakan negara yang menjunjung tinggi penegakan

hak asasi manusia (HAM) dan karena terjadinya konflik di negara masing-

masing imigran tersebut.(\Wawancara.tanggal 26 Maret 2019).

\Warga negara asing yang berada di Rumah Detensi Imigrasi tidak dapat
diperlakukan ~sewenang-wepang: ! Olel 'pemerintah negara Indonesia karena
bagaimanapun juga warga negara asing memiliki hak asasi sebagai manusia yang
sama dengan warga negara Indonesia. \Warga negara asing yang berada di Rumah
Detensi Imigrasi juga memiliki hak-hak yang wajib dilindungi dan dipenuhi. Hak-
hak tersebut diantaranya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dan hak atas
makanan yang.layak menurut Pasal 15 Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor
F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Administrasi dan Pelaporan
Kantor Rudenim Pekanbaru, yang mengatakan bahwa:

Penanganan terhadap para pengungsi seperti yang telah dilakukan selama

ini, sudah memperhatikan hak-hak asasi manusia para pengungsi dan telah

melakukan penanganan dengan sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi
nilai-nilai kemanusiaan, hal ini dibuktikan dengan penanganan yang

maksimal (Wawancara tanggal 26 Maret 2019).

Perlindungan Internasional terhadap pengugsi diatur dalam Konvensi 1951
dan Protokol 1967. Dalam Kovesi 1951 dan Protokol 1967 terdapat ketentuan
yang berisikan apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban para pengungsi seperti

hak untuk tidak dipulangkan ke negara asalnya. Selain mendapatkan hak-haknya,
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pengungsi juga dibebankan beberapa kewajiban seperti menghormati dan

mematuhi hukum yang berlaku di negara ia berada dan kewajiban membayar

pajak dan biaya-biaya fiskal lainnya (Mulhadi, 2014: 55).

negara ke tiga (Wawancara tanggal 27 Maret 2019).
Hak-hak yang dimiliki oleh pengungsi, menurut Konvensi tahun 1951
tantang Status Pengungsi adalah:
a) Tidak ada diskriminasi terhadap pengungsi berdasarkan ras, agama, atau
negara asal (Pasal 3). Pengungsi mempunyai kebebasan untuk

menjalankan ibadah agama sebagaimana yang dijalankan di negara
asalnya (Pasal 4).
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b)

d)

f)

9)

h)

)

Negara dimana pengungsi tersebut berada harus memperlakukan
pengungsi sama sebagaimana orang asing lainnya yang berada di negara
tersebut (Pasal 7).

Status personal dari pengungsi akan diatur sesuai dengan hukum dimana ia
berdomisili. Jika tidak mempunyai domisili, maka menurut hukum dimana
ia berada. Hak.yang paling dasar, khususnya untuk melakukan perkawinan
harus diakui (Pasal 12):

Pengungal mempunyai hak untuk memiliki benda bergerak dan benda
tidak bergerak dan menyimpannya seperti orang asing lainnya (Pasal 13).
Pengungsi juga dapat memindahkan ke negara dimana pengungsi akan
diterima (Pasal 30).

Pengungsi berhak.\mendapat perlindungan terkait kepemilikan industri,
seperti penemuan, desain atau model, merek dagang, nama dagang, hak
untuk menikmati hasil penelitian ilmiah seperti warga negara dari negara
tersebut (Pasal 14).

Pengungsi mempunyai kebebasan berpekara di depan pengadilan (Pasal
16).

Pengungsi berhak mendapat perlakuan yang sama seperti warga negara di
negara tersebut, dalam hal memperoleh pendidikan dasar dan perlakuan
yang sebaik mungkin untuk bidang pendidikan (Pasal 22).

Pengungsi tidak akan dibatasi ruang geraknya (Pasal 26), kecuali jika hal
tersebut.. diperlukan .untuk. menunggu. Statusnya di. negara dimana
pengungsi berada atau melanjutkan permohonan ke negara lain (Pasal 31).
Negara dimana pengungsi dilarang untuk melakukan tindakan pengusiran
(Pasal 32) dan dilarang untuk mengembalikkan pengungsi ke negara
asalnya (Pasal 33).

Pengungsi- mempunyai hak untuk mendapatkan. kesejahteraan sosial,
seperti hak untuk bekerja, mendapatkan upah dari pekerjaannya, atau
jaminan atas keamanan (Pasal 20-24).

Disamping hak-hak yang dimiliki oleh pengungsi, maka Konvensi tahun

1951 juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dijalankan oleh pengungsi.
Di dalam Pasal 2 Konvensi tahun 1951 diatur bahwa kewajiban pengungsi adalah
mentaati peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di negara
dimana pengungsi berada. Pengungsi tidak boleh melakukan tindakan yang
menganggu ketertiban umum, tindakan yang membahayakan kepentingan negara

dimana pengungsi tersebut berada.
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Sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang
pengungsi, maka Indonesia tidak bisa memberikan hak-hak yang harus diberikan

kepada pengungsi sebagaimana yang tercantum dalam konvensi 1951 diantarnya

Detensi Imigras I baru tersebut hwa pihak Kantor

Rudenim Peka ak le ggi HAM bagi

Pengungsi yang ada di Kota Pekanbaru tidak hanya terdiri dari orang
dewasa saja, tidak sedikit juga terdapat pengungsi anak-anak. Pengunngsi anak-
anak yang berada di Rudenim Pekanbaru merupakan anak dari pengungsi yang
masuk ke wilayah Pekanbaru secara bersama-sama dengan keluarganya. Anak-

anak tersebut sebenarnya tidak mengetahui mengapa ia dapat masuk dan

ditampung di Rudenim Pekanbaru.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Administrasi dan Pelaporan
Kantor Rudenim Pekanbaru, yang mengatakan bahwa:

Rudenim Pekanbaru dalam saat ini menampung pengungsi anak-anak

an 5 anak perempuan

X 5\\‘ ..

memiliki p

pengungsi.
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Hak-hak anak 1989. Dalam konvensi ini terdapat empat prinsip yang harus ditaati
dan dihormati oleh setiap Negara suaka yaitu :

1. Prinsip non-diskriminasi anak, dimana anak-anak dapat menikmati

hak-hak mereka dalam bentuk apa pun tanpa memandang ras, warna

kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat

lainnya, kewarganegaraan, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan,
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kecacatan, kelahiran atau status lain yang tercantum dalam Pasal 2 ayat
(1) konvensi hak anak-anak.

2. Kepentingan terbaik bagi anak, yang dirumuskan dalam Pasal 3 yaitu

Pasal 6 yang
mengembang-

an sosial) yang

Berdasarkan hasil wa . !.u &.jﬁg,“"’ bsi Administrasi dan Pelaporan
Kantor Rudenim Pekanbaru, yang mengatakan bahwa:

Para pengungsi di sini khususnya bagi anak-anak mendapatkan akses

pendidikan. Mereka mendapatkan pembelajaran berupa bimbingan belajar

dan pelatihan. Tidak hanya anak-anak saja, tetapi orang dewasa laki-laki

dan perempuan juga mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan

(Wawancara tanggal 26 Maret 2019).
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Para pengungsi yang berada di rumah detensi imigrasi Pekanbaru juga
berhak mendapatkan hak mengakses kesehatan. Hak atas kesehatan sebagai hak

asasi manusia telah diakui dan diatur dalam berbagai instrumen Internasional

n Pelaporan

NS

i Pekanbaru

an bagi para

E\ B\

bekerja sama
atan bagi para
ak mempunyai

ggal 26 Maret

Wakaky

izin dari Kepala Rudenim. Rudenim juga memfasilitasi untuk ibadah para deteni
namun untuk para deteni yang memiliki status pencari suaka difasilitasi oleh
International Organization for Migrants (IOM). Fasilitas Kunjungan Keluarga

juga diperbolehkan oleh Rudenim dengan izin Kepala Rudenim.
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Hasil wawancara peneliti dengan Kasubsi Administrasi dan Pelaporan
Kantor Rudenim Pekanbaru, ada 4 (empat) halangan yang merintangi para

pengungsi untuk pulang ke negara mereka:

lebih banyak peluang di bidang ekonomi dibandingkan negara asal

mereka sendiri (Afganistan).
3. Ketiga, beberapa kamp pengungsian dalam praktiknya dikelola
dengan baik oleh beberapa individu dan kelompok yang tidak

mengharapkan keuntungan pribadi dari banyaknya penghuni.

61



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

4. Keempat, banyak para pengungsi yang tidak memiliki tempat tinggal

di daerah asalnya, ini dikarenakan banyak rumahrumah rusak atau

hancur yang belum dibangun kembali atau karena masalah

pengungsi tersebut dalam proses pemindahan tempat menetap mereka ke

tempat yang baru (Wawancara tanggal 26 Maret 2019).

Kasubsi Administrasi dan Pelaporan Kantor Rudenim Pekanbaru, juga
mengatakan bahwa:

Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan

Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang
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Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (Wawancara

tanggal 26 Maret 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengungsi, mengatakan

bahwa:

mendalam oleh UNHCR, yang disebut sebagai Penentuan Status Pengungsi atau
Refugee Status Determination (RSD). Prosedur ini memberikan kesempatan
kepada para pencari suaka secara individual untuk diinterview dalam bahasa ibu
mereka oleh seorang staff RSD dan dibantu oleh seorang penerjemah ahli, yang
akan menilai keabsahan permintaan perlindungan yang diajukan. Selanjutnya

pengungsi akan diberikan keputusan, apakah status pengungsi diberikan atau tidak
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kepadanya, beserta dengan alasannya. Apabila permintaan untuk perlindungan
ditolak, prosedur dalam RSD memberlakukan satu kesempatan untuk pengajuan
ulang (banding).

Bagi mereka yang mendapatkan_.status pengungsi, UNHCR akan
mencarikan satu dari tiga solusi jangka panjang yang memungkinkan: penempatan
di negara ketiga, pemulangan,sukarela (apabila konflik di daerah asal sudah
berakhir) atau integrasi lokal. Namun, solusi yang terakhir tidak berlaku di Kota
Pekanbaru karena pemerintah tidak memberikan izin tinggal secara permanen di
Indonesia bagi pengungsi. Penempatan di negara ketiga sejauh ini masih menjadi
satu-satunya solusi bagi mayoritas pengungsi di Kota pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan staf UNHCR untuk Kota
Pekanbaru, diperoleh keterangan sebagai berikut:

Kegiatan yang dilakukan oleh pihak UNHCR adalah-memberikan nomor

registrasi, - melakukan interview dan kemudian menentukan status

pengungsi bagi pencari suaka (permintaan diterima), jika ditolak para
pencari suaka diberi waktu 30 hari untuk melakukan banding/mendaftar

ulang Wawancara tanggal 27 Maret 2019).

Dalam memberikan izin dokumen status pengungsi dan hak-hak pengungsi
UNHCR mengacu pada standar Konvensi 1951 & Protokol 1967. Setelah melalui
tahapan proses administrasi yang ditentukan oleh UNHCR mulai dari registrasi
dan wawancara sampai pemberian status diterimanya para pencari suaka akan
ditempatkan di karantina Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru sampai para pencari

suaka tersebut mendapat negara ketiga yang mau menerimanya. Atau para
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pengungsi kembali secara sukarela ke negara asalnya (Wawancara tanggal 27
Maret 2019).

Para pengungsi juga berhak untuk hidup tanpa penyiksaan. Hak hidup
yaitu hak untuk« mendapatkan..makanan_dalam pemenubannya tidak dapat
dikurangi oleh siapapun. Dalam hal untuk mendapatkan pemenuhan hak hidup,
para pengungsi yang ada di Rudenim Pekanbaru diberikan jatah makanan setiap
hari 3 (tiga) kali, yaitu pagi, siang dan malam oleh Rudenim Pekanbaru. Rudenim
Pekanbaru memberikan makanan kepada pengungsi dengan memesan catering
yang mana untuk jatah satu pengungsi makan 3 (tiga) kali sehari menghabiskan
Rp. 35.000,00 (Tiga puluhribu rupiah). Rudenim Pekanbaru mendapatkan sumber
dana untuk memberikan pemenuhan hak atas makanan para pengungsi dari IOM
(International Oganization for Migration). Disini Rudenim Pekanbaru hanya
sebagai perantara dari IOM untuk tetap memberikan pemenuhan hak hidup yaitu
hak untuk mendapatkan makanan bagi para pengungsi.

Para pengungsi yang berada di Rudenim Pekanbaru biasanya memiliki
selera sendiri terhadap makanannya. Sehingga tidak jarang jatah makanan yang
diberikan kepada mereka ‘oleh .RudenimPekanbaru tidak dimakan. Rudenim
Pekanbaru juga menyadari bahwa tidak mampu untuk memberikan makanan yang
sesuai dengan selera para pengungsi yang beraneka ragam yang dikarenakan
Rudenim Pekanbaru tidak memiliki staff khusus untuk memasak dalam rangka
memberikan jatah makanan kepada pengungsi sesuai selera mereka. Namun,
Rudenim Pekanbaru menyediakan dapur untuk para deteni yang ingin memasak

makanannya sendiri. Dan Rudenim Pekanbaru juga setiap minggunya
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memberikan kebutuhan pokok bagi pengungsi. Semua pembiayaan kebutuhan

bagi pengungsi bersum dari IOM (International Oganization for Migration).

bahwa:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Administrasi dan Pelaporan

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengungsi, mengatakan

Kami sudah lama tinggal di sini, kami tidak butuh makanan, pakaian.
Kami butuh pemerintah Indonesia dan UNHCR untuk mengurus dokumen
keimigrasian dan mengirim kami ke negara ketiga (Wawancara tanggal 27

Maret 2019).
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengungsi, mengenai peran

UNHCR, mengatakan bahwa:

Selama berada dipengungsian kami merasakan pihak UNHR lambat dalam

“\@1‘\

tanggal 2 ‘ﬁv
Hak-hak yang ’um a asing yang berada di Rudenim
Semarang terpenuhi melalu . : id hak atas pendidikan, hak atas
kesehatan dan hak hidup yaitu untuk mendapatkan makanan yang
diselenggarakan oleh Rudenim Pekanbaru. Dimana Rudenim Pekanbaru dalam
membuat kegiatan tersebut memiliki tujuan yang sama dengan ketentuan Peratu-

ran Direktur Jendral Imigrasi Nomor F-1002. PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pendetensian Orang Asing terkait hak-haknya.
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Rudenim Pekanbaru berkoordinasi baik secara internal yakni
berkoordinasi dengan antar sub bidang serta juga berkoordinasi dengan pihak luar

dalam hal ini pihak-pihak yang terkait dan dapat mendorong Rudenim dalam

am rangka

penegakan

. Immigratoir
merupakan secara reguler
adalah resn menggunakan
dokumen ya ilik seseorang
yang bukan

yang ilegal atau ora y tetap tir 3sia setelah habis masa

mereka pencari suaka dan pengungsi.

B. Kendala dan Solusi Penerapan Hak Pengungsi Menurut Konvensi
Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi di Kota Pekanbaru.
Konvensi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951 (Konvensi Tahun 1951)

menyatakan bahwa pengungsi adalah orang-orang yang berada di luar negara
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kebangsaannya atau tempat tinggalnya sehari-hari, yang mempunyai ketakutan
beralasan akan mendapat penganiayaan dikarenakan ras, agama, kebangsaan,

keanggotaan di dalam kelompok sosial tertentu atau memiliki pendapat politik

tertentu.

gi tingkah laku
negara dala - 3 onalny indakan yang

bertentangan de 1 aka i 3 g , Internasional.

pengungsi.

Melihat standar baku yang ada di dalam Konvensi 1951 dan protokol 1967
tentang pengungsi, merupakan sesuatu yang memberatkan bagi Rudenim Kota
Pekanbaru untuk memberikan hak-hak kepada pengungsi, hal ini bisa jadi menjadi
salah satu pertimbangan Indonesia yang belum meratifikasi kedua instrumen

Internasional terkait pengungsi tersebut.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Administrasi dan Pelaporan

Kantor Rudenim Pekanbaru, yang mengatakan bahwa:

Sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Administrasi dan Pelaporan
Kantor Rudenim Pekanbaru mengenai kondisi pengungsi di Rudenim Pekanbaru:
Saat ini kuota di Rudenim Pekanbaru sudah sangat over capacity. Kuota
yang sudah over ini membuat ketidaknyamanan untuk para deteni maupun
non deteni. Ini disebabkan karena kurangnya sirkulasi udara yang baik dan

banyaknya non deteni yang berada di Rudenim Pekanbaru. Ruangan yang
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selayaknya ditempati oleh 5 orang harus ditempati oleh 7 bahkan 8 orang
(Wawancara 26 Maret 2019).
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengungsi, mengatakan

bahwa:

e

>

para deteni.

. @
Y
&
«

Meskipun aman dengan

kondisi ya sal. Kapasitas
Rudenim ye teni/non deteni

berada dals

28 A k)

=4
S
=2
S
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S AR
5
Q 2
s
®
2
5
g

bekeluarga

1. Pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan
Protokol 1967.
2. Sarana dan prasarana Rudenim Pekanbaru tidak memadai.
Dengan demikian kendala mendasar penerapan hak pengungsi di Kota
Pekanbaru adalah karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951

dan Protokol 1967. Alasan Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan
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Protokol 1967 karena adanya beberapa faktor, diantaranya bahwa Indonesia
merasa ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam Konvensi dan Protokol tersebut

merupakan aturan lama karena konvensi tersebut ditandatangani pada tahun 1951

dan 1967 yang suc ahun silam..Se ntuan- ketentuan yang

S L LIS M l;%
s

s
Selain itu pada Pasa .
As regards housing, the Contracting States, in so far as the matter is
regulated by laws or regulations or is subject to the control of public
authorities, shall accord to refugees lawfully staying in their territory

treatment as favourable as possible and, in any event, not less favourable

than that accorded to aliens generally in the same circumstances.
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Dalam pasal tersebut terdapat ketentuan untuk memberikan rumah bagi
para pengungsi juga dirasa sangat berat untuk dilaksanakan oleh pemerintah

Indonesia. Angka kemiskinan di Indonesia juga cukup tinggi, selain itu masih

negara be
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Ind
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&
i
o
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i,
o

pengungsi, setidaknya Indonesia harus memiliki suatu mekanisme tetap dalam
penanganan pengungsi yang transit di wilayah Indonesia. Mekanisme penanganan
pengungsi tersebut bisa diwujudkan dalam aturan perundang-undangan atau
perangkat hukum lainnya, sehingga stabilitas keamanan wilayah Indonesia bisa

berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan mengenai pengungsi.
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Seiring dengan maraknya permasalahan pengungsi dan pencari suaka di
Indonesia beberapa tahun belakangan ini, pada 31 Desember 2016 Presiden
Republik Indonesia menandatangani Peraturan Presiden Tentang Penanganan
Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan Presiden tersebut mengatur tentang aturan-
aturan dan tujuan utama untuk deteksi, penampungan, serta perlindungan
pengungsi yang berkaitan dengan prinsip: hukum pengungsi Internasional yang
sesuai dengan prinsip yang tercantum pada Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

Mengenai kasus-kasus permohonan pengungsi di Indonesia, mengingat
Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, maka pihak pemerintah
Indonesia melimpahkan persoalan ini sepenuhnya kepada UNHCR. Selanjutnya
lembaga ini imelakukan serangkaian prosedur tetap guna.penentuan status
pengungsi pemohon.UNHCR mengidentifikasi sesuai kebutuhan perlindungan
mereka. Pihak"UNHCR akan memberikan izin, tinggal di*Indonesia dengan
sepersetujuan Pemerintah Indonesia. sampai dengan mereka mendapatkan
penempatannya.

Satu-satunya aturan hukum yang digunakan oleh pemerintah Indonesia,
khususnya pejabat imigrasi-untuk mengatur.soal pengungsi adalah, surat edaran
IMI1-1489.UM.08.05 yang dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi pada tahun 2010.
Surat edaran tersebut mengatur bahwa setiap pengungsi tidak akan dideportasi,
mereka akan dirujuk ke UNHCR dan diizinkan untuk tinggal di Indonesia selama
mereka memiliki sertifikat pengungsi yang dikeluarkan oleh UNHCR. Mereka
juga akan dibebaskan dari rumah detensi imigrasi dengan persetujuan dari pejabat

imigrasi, dan selanjutnya akan disupport oleh IOM atau UNHCR. Bagi mereka
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yang ditolak permohonannya oleh UNHCR, akan dimasukkan ke rumah detensi,
dikenakan denda, dan/atau dideportasi.

Dengan demikian terlihat bahwa Indonesia belum membedakan antara
pengungsi, pencari suaka, dan.imigran. Padahal dalam kenteksnya ketiga hal
tersebut-merupakan hal yang berbeda, tapi diberlakukan sama oleh pemerintah
Indonesia. Karena tidak sebagat | Negara: yang .meratifikasi, terdapat beberapa
faktor yang mengakibatkan para pengungsi tidak mendapatkan perlindungan
efektif di Indonesia.

Salah satunya dalam hak atas tempat tinggal, para pengungsi dan pencari
suaka ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru, yang mana sebenarnya
Rudenim itu merupakan tempat penampungan bagi para warga negara asing
(WNA) yang terkena detensi karena tidak memiliki kelengkapan dokumen yang
sah. Sedangkan pencari suaka dan pengungsi_ini merupakan orang-orang yang
membutuhkan perlindungan karena mendapat ancaman dari Negara asalnya.

Walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 serta
Protokol Tambahan 1967, keberlakuan kedua sumber hukum Internasional ini
harus dihormati dan wajib dilaksanakan oleh semua negara termasuk Indonesia.
Karena perjanjian internasional tersebut berisi mengenai prinsip hukum umum
yang mengatur mengenai hak dasar setiap individu yaitu HAM vyang
keberadaannya tidak dapat dicabut oleh siapapun. Sehingga berdasarkan prinsip
tersebut, Indonesia sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi HAM harus
dapat melaksanakan tugas perlindungan bagi para pengungsi yang berada di

Indonesia sesuai aturan yang dijelaskan dalam Konvensi Pengungsi 1951.
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Di Indonesia didirikan sebuah badan untuk melindungi hak-hak dasar
setiap individu yang berada di Indonesia, lembaga ini benama Komisi HAM.
Komisi HAM didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan kondisi yang
kondusif bagi pelaksanaan  HAM di Indonesia. Lembaga ini tidak hanya
melindungi HAM Warga Negara Indonesia saja, namun juga dapat melindungi
Warga Negara Asing yang..berada :di=Indonesia agar tidak ada perlakuan
diskriminasi yang dilakukan oleh oknum pemerintah Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa karena Indonesia belum
meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi, menyebabkan perlakuan terhadap
pengungsi di Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan Konvensi Jenewa 1951 tentang
Status Pengungsi, dimana para pengungsi yang ditampung di Rudenim Pekanbaru
tidak diberikan hak-haknya seperti terdapat konvensi Jenewa 1951 tentang Status
Pengungsi, seperti hak bekerja dan mendapatkan rumah.-Untuk penanganan
pengungsi ditugaskan kepada bidang Keimigrasian. Sedangkan dalam lingkup
Keimigrasian pengungsi disamakan perlakuannya dengan para imigran yang
terkesan digolongkan sebagai imigran illegal dan.diperlakukan seperti seorang
yang melakukan tindakan kriminal, dimana.hal itu bertentangan dengan prinsip
pengungsi yang terdapat dalam konvensi Jenewa 1951.

Solusi dalam penerapan hak pengungsi di Kota Pekanbaru adalah sebagai
berikut:

1. Menerapkan aturan mengenai hak asasi manusia yang ada dalam UUD

1945, UU No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, serta UU

No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
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. Meningkatkan kerjasama dengan UNHCR. Dengan adanya kerjasama

UNHCR dengan pemerintah Provinsi Riau akan memberikan dampak

positif secara langsung terhadap pengungsi melalui bantuan perlindungan,

bantuan n.dan bantuan lainn . berjalan.

t\ \
i Wmh\‘ .a i cori 1141

sulit mengingat kurangnya keterlibatan perusahaan dari Pemerintah
terkait lainnya, dan tidak adanya kapasitas Pemerintah untuk mengelola
sepenuhnya respons tersebut. Dengan meningkatnya pengungsi yang
terus-menerus masuk ke wilayah Provinsi Riau, maka pemerintah

Provinsi Riau bekerjasama dengan UNHCR untuk menanggulangi

masalah pengungsi yang ada di Pekanbaru
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Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi di Pekanbaru UNHCR
berperan melindungi pengungsi dan membantu mencari solusi bagi mereka,

karena masalah pengungsi telah berkembang dalam kompleksitas lebih dari

menyangkut
empromosikan

erintah dengan
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BAB V

PENUTUP

pendidik Setiap 0 i Pekanba diproses melalui

Kantor | as igra yang selanjutnya

Pekanbaru juga kurang . apatkan ken anan, karena terbatasnya ruang
atau kamar, bahkan lobby-lobby juga diisi oleh para pengungsi yang
jumlahnya mencapai 20 orang per lobby dengan alas seadanya.

Kendala penerapan hak pengungsi di Kota Pekanbaru adalah: 1) Pemerintah
Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, 2) sarana dan

prasarana Rudenim Pekanbaru tidak memadai. Solusi penerapan hak

pengungsi di Kota Pekanbaru adalah: 1) menerapkan aturan mengenai hak
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2.

asasi manusia yang ada dalam UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 mengenai
Hak Asasi Manusia, serta UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana, 2) meningkatkan kerjasama dengan UNHCR.

ditanga

oleh bada

suaka di Indonesia merupakan bentuk kepedulian Indonesia terhadap para
pengungsi dan pencari suaka di Negaranya, hanya saja perlu menambahkan
dan memperluas sarana tersebut karena tidak seimbang dengan kuota para
pengungsi dan pencari suaka yang terus bertambah. Dengan menambah dan

memperluas sarana diharapkan penanganan pengungsi menjadi lebih baik
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serta pengungsi yang telah menetap di Rudenim dapat menajalani hidup yang

layak dan jauh lebih baik daripada di negara asal mereka.
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